WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 87 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN INOVASI INFORMASI PROSES PENOMORAN PRODUK HUKUM

Menimbang

Mengingat

(se-sunduk)

WALI KOTA BANJARMASIN,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan intensitas

pelayanan dan memberikan kemudahan dalam
pemantauan proses pelayanan penomoran Produk
Hukum Daerah diperlukan adanya inovasi pada
Bagian Hukum  Sekretariat Daerah  Kota
Banjarmasin;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Wali Kota tentang
Pelaksanaan Inovasi Proses Penomoran Produk
Hukum Daerah (se-sunduk);

Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5S357);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian
Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021
Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Pelaksaan kegiatan inovasi berupa Informasi Proses
Penomoran Produk Hukum (se-sunduk) yang berbasis
sistem bagi seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah
Kota Banjarmasin dalam memantau Proses Penomoran
Produk Hukum Daerah.

Inovasi se-sunduk sebagaimana dimaksud
diktum KESATU menawarkan kemudahan bagi
pemohon pelayanan penomoran Produk  Hukum
Daerah karena  dapat  diakses melalui web
browser computer dan web browser smartphone pada
alamat : www.se-sunduk.banjarmasinkota.go.id.




KETIGA

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin
Program Pemerintahan dan  Kesejahteraan Rakyat
Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan
Pengelolaan Informasi Hukum Bagian Hukum
sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun
Anggaran 2022.

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tangga_l 5 JANUARTI 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

i

IBNU SINA



